
Terminal Khusus dan Stockpile
Batu Bara PT RBE Diduga Tidak
Sesuai  Ketentuan,  Mobil
Lansir Tergelincir
Batang Hari, Jambi – Terminal Khusus (Jetty) dan Stockpile
Batu Bara PT Rifal Bara Energi diduga kuat tidak memiliki izin
dan beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Satu mobil lansir tergelincir hampir masuk ke Sungai Batang
Hari, Kamis (25/12/2025).

Terpantau, tumpukan Batu Bara di dekat dermaga khusus diduga
bersentuhan langsung dengan sungai Batang Hari yang berpotensi
menyebabkan pencemaran dan pendangkalan sungai.

Stockpile tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat, diduga
tidak  memiliki  saluran  air  mencegah  limbah  lindi,  tidak
menggunakan penyiraman rutin atau penutup, tidak ada kantor,
papan nama dan dokumen izin tidak ditampilkan di lokasi.

Jika dibiarkan terus menerus, aktivitas Stockpile Batu Bara
dan  Jetty  Khusus  berpotensi  berdampak  kerusakan  lingkungan
yang  cukup  serius  dan  membahayakan  bagi  keselamatan  para
pekerja.

Selain itu, diduga dermaga khusus milik PT RBE tidak sesuai
standar dermaga pelabuhan khusus Batu Bara maupun K3.

Beredar video di TikTok memperlihatkan sebuah mobil langsir
Batu Bara yang tergelincir hampir masuk ke sungai Batang Hari.

Terpantau jarak Stockpile Batu Bara dekat dengan bibir sungai
Batanghari  dan  para  pekerja  tidak  menggunakan  APB  sesuai
dengan  ketentuan  pertambangan  Batu  Bara.  Terlihat  juga
tumpahan Batu Bara langsung ke sungai.
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Diketahui, berdasarkan sumber terpercaya menyebutkan Dokumen
AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan)  atau  UKL-UPL
(Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  –  Upaya  Pemantauan
Lingkungan Hidup) untuk terminal batubara biasanya mencakup
beberapa komponen penting berikut:

Identitas  Pemrakarsa  Informasi  tentang  perusahaan  atau
individu yang mengajukan dokumen, termasuk nama, alamat, dan
kontak

Deskripsi Kegiatan: Deskripsi rinci tentang kegiatan terminal
batubara, termasuk lokasi, kapasitas, dan proses operasional.

Analisis Dampak Lingkungan: Identifikasi dan analisis dampak
lingkungan  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan  terminal
batubara, termasuk dampak pada kualitas udara, air, tanah, dan
kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): Strategi dan tindakan
untuk  mengelola  dampak  lingkungan,  termasuk  pengelolaan
limbah, pengendalian polusi, dan rehabilitasi lingkungan.

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): Rencana untuk memantau
dan mengukur dampak lingkungan, termasuk parameter yang akan
dipantau, frekuensi pemantauan, dan tanggung jawab pelaksana.

Peta Lokasi dan Layout: Peta lokasi terminal batubara dan
layout fasilitas, termasuk area penyimpanan batubara, jalan
akses, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dokumen Pendukung: Dokumen pendukung lainnya, seperti surat
izin usaha, sertifikat lingkungan, dan dokumen lainnya yang
relevan.

Untuk  terminal  batubara,  dokumen  AMDAL  atau  UKL-UPL  harus
mencakup analisis dampak lingkungan yang spesifik, seperti:

– Dampak pada kualitas udara dari emisi gas buang dan debu
batubara



– Dampak pada kualitas air dari limbah cair dan kemungkinan
pencemaran air tanah

– Dampak pada tanah dari penyimpanan batubara dan limbah padat

– Dampak sosial pada masyarakat sekitar, termasuk gangguan
kebisingan dan perubahan lingkungan hidup

Dokumen ini harus disusun oleh tim ahli yang kompeten dan
berpengalaman  dalam  bidang  lingkungan  hidup,  dan  harus
mendapatkan persetujuan dari otoritas lingkungan hidup yang
berwenang.

Sementara, pada sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin
diatur dalam pasal 161 UU no. 3 tahun 2020, yaitu pidana
penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100 miliar.

Diharapkan kepada pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk
segera  memeriksa  dokumen  perizinan  PT  RBE  dalam  upaya
pencegahan  dampak  negatif  yang  akan  terjadi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT RBE belum
bisa dikonfirmasi. (Red)

Perusahaan PKS di Desa Rantau
Kapas  Tuo  Terancam  Tidak
Dapat Beroperasi
Batang Hari, Jambi – Babak baru mengenai Perusahaan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) di Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara
Tembesi  menjadi  perbincangan  hangat.  Perusahaan  tersebut
terancam tidak bisa beroperasi, pasalnya kegiatan usaha dengan
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modal cukup besar dan resiko menengah ke atas itu semakin
jelas bahwa sama sekali belum mengantongi izin dari Pemda
Batang Hari, Kamis (27/02/2025).

Kepala  Dinas  PUTR  melalui  Kabid  Tata  Ruang  Andri  Wisnu
mengatakan, tidak pernah memproses pengajuan izin tata ruang
dari Perusahaan PKS tersebut.

“Pengajuan izin dari sistem OSS yang terintegrasi dari SITARU
secara otomatis masuk ke Bidang Tata Ruang bila sesuai dengan
kategori.  Di  situlah  proses  mekanisme  pembuatan  Pertek,
pembayaran PNBP dan lainnya,” beber Andri.

Setelah proses mekanisme itu berjalan, menurut Andi akan ada
lagi Forum Pemanfaatan Ruang (FPR).

“Di FPR ini lah penentuan apakah zonasi pemohon berusaha ini
layak dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau
tidak,” jelasnya.

Terkait permasalahan Perusahaan PKS di Desa Rantau Kapas Tuo
yang  telah  dibangun  duluan  sebelum  adanya  Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), menurutnya bisa
terancam tidak dapat beroperasi.

“Kalau dibangun duluan sebelum adanya PKKPR, itu bisa terancam
tidak  dapat  beroperasi.  Karena  bisa  jadi  lokasi  yang
dimohonkan itu tidak sesuai dengan Perda RTRW yang sudah ada,
kemudian FPR menilai bahwa lokasi yang dimaksud tidak layak
untuk kegiatan industri,” ucap Kabid Tata Ruang.

Tahapan wajib saat ingin melakukan kegiatan usaha itu ialah
izin  dari  tata  ruang  (PKKPR),  izin  lingkungan  kemudian
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Tahapan  itu  tidak  bisa  dirubah  dan  harus  sesuai  dengan
urutannya, kalau izin dari tata ruang belum ada, pasti izin
selanjutnya tidak dapat diproses,” tegas Andri.

Kecuali untuk izin usaha yang berbasis UMKM, dengan kategori



resiko menengah ke bawah itu secara otomatis di sistem OSS
langsung ada pernyataan mandiri mengenai tata ruang. (Red)

Pihak Perusahaan PKS di Desa
Rantau Kapas Tuo Mangkir Saat
Dipanggil Sat Pol PP
Batang Hari, Jambi – Heboh mengenai Perusahaan Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) yang sedang dibangun di Desa Rantau Kapas Tuo
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, menjadi sorotan
masyarakat, Kamis (27/02/2025).

Pasalnya, banyak tokoh masyarakat dan pejabat Desa setempat
tidak mengetahui nama dari Perusahaan tersebut. Kemungkinan
besar, perusahaan tersebut belum mengantongi izin dari Pemda
Batang Hari dan belum melakukan sosialisasi mengenai rencana
kegiatan berusaha.

Menanggapi gejolak ditengah masyarakat, Satuan Polisi Pamong
Praja (Sat Pol Pp) memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan
penyelidikan.

Kepala Sat Pol-Pp Adnan melalui Kabid PUD Saipul Anwar saat
dikonfirmasi mengatakan, telah melakukan pemanggilan terhadap
pihak perusahaan.

“Kita sudah memanggil pihak perusahaan tersebut guna melakukan
penyelidikan,” ungkapnya.

Ternyata, pihak Perusahaan PKS itu mangkir saat dipanggil.

“Mereka  tidak  datang  saat  pemanggilan  pertama  dan  tidak
memberikan alasan kenapa tidak datang. Selanjutnya, kita akan
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melakukan pemanggilan ke dua,” tambah Saipul.

Saipul menuturkan pada Agustus 2024 lalu ketika perusahaan PKS
tersebut  melakukan  pembukaan  lahan  telah  memberikan  surat
pemberitahuan untuk segera melengkapi dokumen izin usaha dan
telah ditembuskan ke OPD terkait.

“Sebelum pemanggilan kemarin, PPNS Sat Pol-Pp sudah turun ke
lokasi perusahaan PKS untuk menanyakan dokumen yang sudah ada,
akan tetapi pihak perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan
dokumen yang mereka miliki. Makanya kami lalukan pemanggilan,
sampai pemanggilan 3. Jika mereka tidak datang juga maka akan
dilakukan penyegelan,” singkatnya.

Diketahui, izin pengelolaan kelapa sawit dibagi tiga sesuai
dengan Peraturan Menteri Nomor 21/ 2017, meliputi:

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 hektar atau
lebih,  yaitu  wajib  memiliki  Izin  Usaha  Perkebunan  untuk
Budidaya (“IUP-B”).

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh
dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per
jam,  yaitu  wajib  memiliki  Izin  Usaha  Perkebunan  untuk
Pengolahan  (“IUP-P”).

Usaha  Budidaya  Tanaman  Perkebunan  yang  terintegrasi  dengan
Usaha  Industri  Pengolahan  Hasil  Perkebunan,  yaitu  wajib
memiliki Izin Usaha Perkebunan (“IUP”).

Diduga  pihak  Perusahaan  PKS  tersebut  belum  mendaftarkan
kegiatan usaha melalui OSS dan penerbitan NIB dari lembaga
OSS.

Tidak  hanya  itu,  Perusahaan  PKS  itu  juga  diduga  belum
mendapatkan  rekomendasi  kesesuaian  dengan  perencanaan  dan
pembangunan perkebunan dari Bupati Batang Hari.

Hingga berita ini diterbitkan pihak perusahaan PKS tidak dapat
dikonfirmasi. (Red)



Ketua DPRD Dorong Pemerintah
Memberikan  Tekanan  Atau
Teguran Perusahaan yang Tidak
Menjalankan TJSL/CSR
Batang Hari, Jambi – Berdasarkan data Badan Perencanaan Riset
dan  Inovasi  Daerah  (Baperida)  laporan  program  kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social
Responsibility  (CSR)  Kabupaten  Batang  Hari  tahun  2022  dan
2023, hanya segelintir Perusahaan yang melaksanakan program
tersebut, Minggu (04/02/2024).

Dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Batang Hari
hanya 7 perusahaan yang melaporkan program CSR di tahun 2023,
sedangkan di tahun 2022 ada 12 perusahaan yang melapor.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) fraksi PAN, Anita
Yasmin  mengatakan,  memang  membutuhkan  kesadaran  bagi
perusahaan  untuk  melakukan  TJSL/  CSR.

“CSR sendiri sudah ada aturannya yang mengharuskan pengusaha
yang menikmati hasil usahanya baik yang memanfaatkan Sumber
Daya Alam (SDA) maupun lainnya untuk memberikan kepeduliannya
dalam konteks apa pun,” ujarnya.

Anita Yasmin juga mengapresiasi untuk perusahaan yang sudah
tertib menjalankan TJSL/CSR.

“Dari pantauan kami, memang ada beberapa perusahaan yang sudah
patuh dengan CSR. Salah satu perusahaan khususnya di wilayah
Kecamatan Batin XXIV yang sudah tertib menjalankan CSR itu
dengan  memberikan  pengembangan  dan  support  apa  pun  untuk
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kegiatan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, “Tidak menutup kemungkinan untuk wilayah lain,
yang  sudah  menjalankan  CSR  dan  sama-sama  untuk  peduli
memberikan  support  untuk  kegiatan  masyarakat.”

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau
teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memberikan tekanan atau
teguran bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR,”
tutup Anita Yasmin. (Red)

Demi  Memotivasi  Masyarakat,
Fadhil Tetap Ikut Panen Raya
Meski dalam Keadaan Cidera
Batang Hari, Jambi – Demi memotivasi masyarakatnya, Bupati
Batang Hari tetap mengikuti panen raya Meski dalam keadaan
cidera.

Terlihat tangan yang masih dalam kondisi sakit dan berbalut
perban tak menghalangi Muhammad Fadhil Arief untuk hadir yang
tengah petani melaksanakan panen raya di Desa Pematang lima
suku, Senin (18/09/2023).

Sakit tangan inipun, terjadi ketika beliau mengikuti kegiatan
trail adventure bersama masyarakat di Desa Tidar Kuranji, yang
menyebabkan  bahu  tangannya  bergeser  dan  beberapa  urat
terputus.

Panen raya ini, merupakan salah cara Fadhil memotivasi petani
sawah agar lebih produktif lagi dalam mengelola sawah mereka,
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target swasembada pangan di Kabupaten Batang Hari adalah cita-
cita  yang  ingin  di  wujudkan  Fadhil  di  Kabupaten  tanah
kelahirannya  tersebut.

Seperti kita ketahui, saat ini banyak masyarakat yang telah
mengalih fungsikan lahan persawahan mereka ke komoditas lain
seperti sawit, hal ini dilakukan karna lemahnya pengetahuan
petani  akan  feedback  ekonomi  tentang  hasil  sawah  kalau
dilakukan secara profesional maka lebih besar dari hasil sawit
itu sendiri.

Kabupaten Batang Hari merupakan daerah Kawasan Sentra Produksi
Pangan (KSPP), yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini
selaras dengan visi misi Batang Hari Tangguh yang dinahkodai
Fadhil- Bakhtiar.

Karna  dalam  program  unggulannya,  terdapat  Program  Petani
Cerdas yang di kawal oleh para penyuluh tangguh.

“Hari ini kita bersama masyarakat Desa Pematang Lima Suku
melaksanakan panen raya di lahan seluas 130 ha, yang efektif
baru tertanam sekita lebih kurang 80 ha, dan kita melihat
semangat  para  petani  untuk  bersawah  dan  itu  wajib  kita
apresiasi,” tuturnya.

“Saya  juga  menghimbau  kepada  petani  untuk  tidak  mengalih
fungsikan lahan ke jenis tanaman lain, karna hasil sawah ini
kalau di kelola dengan baik akan menghasilkan sumber ekonomi
yang mungkin lebih dari yang lain.”

“Kita fokus untuk mengawal para petani kita agar hasil mereka
maksimal, melalui pemberian bibit terbaik dan bantuan lainnya
yang di butuhkan petani, dan kita targetkan dengan hasil yang
maksimal kabupaten batang hari bisa swasembada pangan” ujar
Fadhil. (*)



Publik  Menanti  Hasil  Rapat
Pemda Setelah Tinjau PT LIS
yang  Diduga  Belum  Memiliki
Izin 
Batang Hari, Jambi – Beredar pemberitaan mengenai dugaan PT
Linda  Industri  Sawit  di  Desa  Pelayangan  Kecamatan  Muara
Tembesi yang belum memiliki izin dari Pemerintah setempat.
Pemkab Batang Hari membentuk tim untuk meninjau langsung ke
lapangan  pada  (01/09)  lalu,  saat  ini  belum  ada  kepastian
mengenai hasil keputusan rapat, Senin (11/09/2023). 

Tim yang turun ke lapangan, terdiri dari Kabag Sumber Daya
Alam (SDA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian, Dinas PUTR, Dinas PMPTSP, Satuan Polisi Pamong
Praja, Camat Muara Tembesi, Pemerintah Desa Pelayangan. 

Camat Muara Tembesi, Edi Purwanto mengatakan, pihak perusahaan
(PT  LIS)  belum  pernah  datang  ke  Kantor  Camat  untuk
menginformasikan  tentang  aktivitas  usahanya.  

“Kami belum memberikan rekomendasi apa pun untuk perusahaan
tersebut.  Sejauh  ini  yang  kami  tahu  bahwa  perizinan  bisa
melalui  online,”  tuturnya  kepada  tim  sebelum  turun  ke
lapangan.  

Di  tempat  yang  sama,  Kades  Pelayangan  Sutiono  mengatakan,
sebelum berdirinya perusahaan tersebut. Waktu itu sudah ia
sampaikan melalui lisan bahwa yang pertama untuk mendirikan
perusahaan  itu  harus  jauh  dari  pemukiman,  karena
mengantisipasi  dampak  dari  bau  limbahnya.  

https://suaralugas.com/publik-menanti-hasil-rapat-pemda-setelah-tinjau-pt-lis-yang-diduga-belum-memiliki-izin/
https://suaralugas.com/publik-menanti-hasil-rapat-pemda-setelah-tinjau-pt-lis-yang-diduga-belum-memiliki-izin/
https://suaralugas.com/publik-menanti-hasil-rapat-pemda-setelah-tinjau-pt-lis-yang-diduga-belum-memiliki-izin/
https://suaralugas.com/publik-menanti-hasil-rapat-pemda-setelah-tinjau-pt-lis-yang-diduga-belum-memiliki-izin/


“Kedua, untuk melengkapi izin secara administrasi. Selain itu
juga menanyakan mengenai kontribusi untuk masyarakat sekitar
dan Pemerintah Desa,” tuturnya. 

Kemudian, Sutiono menambahkan, segala sesuatu yang ditimbulkan
oleh perusahaan itu menjadi tanggung jawabnya dan perusahaan
menyatakan siap. 

“Setelah  berdiri  dan  beroperasi  perusahaan  tersebut,  sudah
sering  kita  panggil  untuk  menanyakan  kegiatan  ini,  apakah
rasional  surat-suratnya.  Terkait  rekomendasi  atau  lainnya
pemerintah desa belum mengeluarkan,” tambahnya. 

Lihayati Kabag SDA Pemkab Batang Hari selaku koordinator para
tim yang turun ke lapangan memaparkan agar tidak melakukan
diskusi apa pun dengan pihak perusahaan. 

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan untuk tidak mendiskusikan
apa pun ke pihak perusahaan. Hari ini kita hanya turun ke
lapangan  mengecek  fakta  di  lapangan,  mencatat  dan
memaparkannya  saat  rapat  besok,”  tuturnya.  

Hingga berita ini diterbitkan, Lihayati belum memberikan hasil
rapat evaluasi lapangan kepada media ini.

“Lagi diketik, nanti disampaikan dulu kepada pimpinan untuk
mendapatkan  arahan  sebelum  menjadi  keputusan  rapat.  Nanti
kalau  sudah  mendapatkan  arahan  dan  persetujuan,  akan
diinformasikan,”  jawabnya  melalui  via  WhatsApp.  (Red)  

Sekda  Batang  Hari  Melalui
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Kabag  SDA  Adakan  Rapat
Bersama OPD Bahas PT LIS
Batang Hari, Jambi – Sempat heboh beberapa hari yang lalu
mengenai dugaan PT Linda Industri Sawit di Desa Pelayangan
Kecamatan  Muara  Tembesi  belum  mengantongi  izin  tapi  sudah
beroperasi. Sekretaris Daerah Batang Hari melakukan pembahasan
mengenai hal tersebut, Selasa (29/08/2023).

Di  ruang  kerja  Sekda,  Kabag  SDA  Lihayati  mewakili  sekda
mengkoordinasi diskusi bersama OPD terkait.

Lihayati mengatakan, saat ini Sekda sedang ada kegiatan di
luar. Jadi, saya mengkoordinasikan rekan-rekan untuk diskusi
mengenai apa-apa saja yang akan dipersiapkan untuk turun ke
lapangan besok.

“Nanti  sesuai  kewenangan  mereka  masing-masing  dan  regulasi
yang ada pada OPD terkait, untuk melihat fakta di lapangan
seperti apa,” ucapnya.

Mengenai kapan waktu akan turun ke lapangan, ia mengatakan,
nanti akan disampaikan ke Sekda dan akan ditentukan harinya.

Ia menambahkan, “Untuk saat ini mereka baru mengajukan di OSS
yang dipegang oleh DPMPTSP. Nanti juga akan dilihat kesesuaian
di lapangan, apakah tahapan tersebut sesuai dengan faktanya.”

Mengenai  sanksi,  Lihayati  tidak  mau  banyak  komentar,  yang
pasti saat ini melihat kondisi tahapan yang sudah diajukan
oleh PT LIS tersebut.

“Hasilnya nanti akan dikoreksi dan langkah apa nanti yang akan
dilakukan,” tuturnya. (Red)
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Diduga  Tidak  Memiliki  Izin,
PT LIS Sudah Beroperasi, Kok
Bisa
Batang Hari, Jambi – Diduga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Linda
Industri Sawit (PT LIS) di Desa Pelayangan Kecamatan Muara
Tembesi,  belum  memiliki  izin  dari  Dinas  Penanaman  Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Hari,
Jumat (18/08/2023).

Informasi  yang  didapat,  pabrik  tersebut  sudah  beroperasi
selama kurang lebih tiga bulan dan sudah menghasilkan bahan
olahan untuk dijual.

Kepala Bidang Perizinan Dinas PMPTSP, Novery membenarkan bahwa
perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Benar perusahaan tersebut belum ada mengajukan izin. Mengenai
penindakan itu bukan domain kami, melainkan hak dari Satuan
Pol PP Batang Hari,” ucapnya.

Terpisah,  Zamzami,  S.H.,  Ketua  Iwo  Indonesia  mengatakan,
setiap  perusahaan  itu  wajib  memiliki  izin  dari  Pemerintah
Kabupaten melalui pelayanan penanaman modal.

“Karena, jika tidak mengantongi izin dapat merugikan semua
pihak,  terutama  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  terutama
dalam PAD,” tegasnya.

Ia  menambahkan,  “Lingkungan  setempat  juga  bisa  tercemar,
termasuk juga polusi udaranya.”

Dengan kejadian itu, Zamzami menegaskan, akan berkoordinasi
dengan pihak terkait untuk mengecek ke lapangan.
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“Kita  minta  pihak  terkait  untuk  turun  ke  lapangan,  guna
mengecek  kebenarannya.  Apakah  ada  indikasi  pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut,”
tegasnya.

Sementara  itu,  pihak  perusahaan  saat  dikonfirmasi  melalui
salah satu karyawannya belum memberikan jawaban. (Red)

Buruh  PK  Federasi  Hukatan
Kecewa Lantaran Sekda Ingkar
Janji,  akan  Kembali  Demo
dengan Seribu Masa
Batang  Hari,  Jambi  –  Selama  dua  hari  para  buruh  Pengurus
Komisariat  Federasi  Hukatan  wilayah  Kecamatan  Mersam
melaksanakan aksi di depan kantor Disnakerin lalu berpindah ke
kantor Bupati Batang Hari, Selasa (08/08/2023).

Pada saat di depan kantor Bupati, para buruh mendapatkan angin
segar bahwa akan bertemu dengan Bupati yang diwakili oleh
Sekda bersama kepala dan kabid Disnakerin pada pukul 16.00
WIB.

Hingga waktu yang ditentukan tersebut, sekda tidak kunjung
menemui mereka. Informasi yang didapat bahwa sedang ada rapat
di DPRD.

Dengan harapan bisa bertemu sore hari itu tanpa diundur lagi,
seperti yang dijadwalkan oleh DPRD dan Polres pada hari Kamis
nanti.

Atas hal itu, para buruh merasa kecewa dan berteriak untuk
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meluapkan kekesalannya.

“Pemerintah penipu. Pemberi harapan palsu. Tidak peduli pada
Kamis  rakyat  kecil,”  teriak  mereka  sambil  menuju  pintu
gerbang.

“Woi,  baju  yang  kalian  pakai  itu  dari  siapa?  Dari  kami
rakyat!” tambah mereka.

Masta Aritonang, ketua koordinator Federasi Hukatan Provinsi
Jambi menyampaikan kepada para buruh, sepertinya Bapak Bupati
ingin kenal dengan kita semua.

“Masa  kita  terlalu  sedikit,  mungkin  bapak  Bupati  enggan
menemui kita. Besok kita datang lagi dengan masa yang lebih
banyak, dengan seribu masa,” ucapnya.

“Hari ini kita pulang dulu, berkemas, dan sampaikan kepada
rekan  kita  di  Belanti  Jaya  untuk  datang  lagi  besok,”
tambahnya.  (Red)

Ilhamudin dan Muhyi Sambangi
Demonstran  Federasi  Hukatan,
Mendengar dan Mencari Solusi
Batang Hari, Jambi – Setelah menerima surat pemberitahuan aksi
unjuk rasa DPC Federasi Hukatan Batang Hari, Ilhamudin anggota
DPRD Fraksi PKB dan Muhyi Fraksi PKS menyambangi para buruh
yang  sedang  berunjuk  rasa  di  depan  Kantor  Dinas
Ketenagakerjaan  dan  Perindustrian  setempat,  Senin
(07/08/2023).

Di  hadapan  para  buruh,  Ilhamudin  berupaya  memberikan
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penjelasan dan masukan agar aksi tetap dalam keadaan kondusif
dan tidak anarkis.

“Saya  yakin,  pada  intinya  adalah  kerja.  Kita  buat  surat
pernyataan untuk buruh yang bekerja agar tidak ada gangguan
dari pihak mana pun sampai masalah administrasi di Disnakerin
selesai,” ucapnya.

Namun, para buruh Federasi Hukatan menolak akan hal itu.

“Kami maunya dicatat oleh Disnakerin, karena legalitas itu
yang kami inginkan sejak dulu,” teriak para pendemo.

Akhirnya, Ilhamudin bersama Muhyi masuk untuk melakukan duduk
perkara antara Disnakerin dengan Federasi Hukatan.

“Kalau untuk hari ini belum bisa selesai secepat seperti apa
yang diinginkan, masih perlu pendalaman permasalahan melalui
duduk perkara,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Saat duduk perkara tadi Kabid Irma pergi ke
Jambi katanya ada urusan dinas. Tapi permasalahan ini akan
dibawa ke DPRD untuk dilakukan mediasi lagi.” (Red)


